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D
alam melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tersebut, 

Indonesia dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di 

bidang perdagangan luar negeri haruslah mengacu pada beberapa peraturan 

perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional, diantaranya 

mengenai ketentuan ƚŚĞ WŽƌůĚ TƌĂĚĞ OƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ (WTO) yang merupakan 

ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ŵƵůƟůĂƚĞƌĂů ǇĂŶŐ ƚĞůĂŚ ĚŝƌĂƟĮŬĂƐŝ ĚĞŶŐĂŶ UŶĚĂŶŐͲ
undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the 

WŽƌůĚ TƌĂĚĞ OƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia). Dalam RƵůĞƐ ŽĨ OƌŝŐŝŶ (ROO) dikatakan bahwa selain itu hasil suatu 

perundingan internasional dapat menghasilkan suatu produk hukum yang 

mengikat para pihak dalam melakukan suatu perdagangan internasional yang 

dapat mempengaruhi perkembangan ekspor nasional.
Dalam aturan WTO ada pengaturan mengenai Free Trade Agreement (FTA) 
yangmengatur khusus megenai hambatan non tarif. Hal itu sebagaimana 
telah kita ketahui bersama bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade 

Agreement – FTA)  adalah 
traktat internasional yang 
menghilangkan hambatan 
perdagangan, memfasilitasi 
peningkatan arus perdagangan 
dan ikatan komersial, dan 
meningkatkan integrasi 
ekonomi di antara negara-
negara pesertanya. FTA juga 
dapat disebut Closer Economic 
PĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ atau Strategic 
EĐŽŶŽŵŝĐ PĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ. 

Liberalisasi akses pasar 
ĂĚĂůĂŚ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬ ƉĂůŝŶŐ 
ŵĞŶĚĂƐĂƌ ĚĂƌŝ ƐĞƟĂƉ FTA͘ 
FTA yang komprehensif akan 
menghilangkan tarif di semua 
atau hampir semua barang 
yang diperdagangkan dalam 
jangka waktu yang bermakna 
secara komersial setelah FTA 
diberlakukan (tanggal FTA 
mulai berjalan). 

FTA memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang 
lebih luas di antara pesertanya dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi 
dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar pemerintahan, dan 
menyediakan forum untuk men yelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan 
masalah perdagangan. 

SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) 
EKSPOR INDONESIA

FTA ŵĞŶĞƌƟďŬĂŶ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ 
melalui eliminasi dan pengurangan 
hambatan perdagangan serta 
perbaikan akses pasar yang 
menciptakan kejelasan dan 
ŬĞƉĂƐƟĂŶ ŚƵŬƵŵ ďĂŐŝ ƉĞůĂŬƵ ďŝƐŶŝƐ͘ 
FTA menciptakan kesempatan 
baru melalui pengurangan beban 
administrasi dan biaya yang terkait 
dengannya.  FTA juga membantu 
terciptanya iklim investasi yang stabil 
ĚĂŶ ƉĂƐƟ͘ 

Oleh: Lina Rachmatia



10| Jurnal Edisi Agustus 2013 

ALASAN PENETAPAN FREE TRADE AGREEMENTS

Terdapat sejumlah alasan mengapa perekonomian 

menetapkan FTA. 

Termasuk di dalamnya adalah:

ͻ  ŵĞŵƉĞƌďĂŝŬŝ ĂŬƐĞƐ ƉĂƐĂƌ 
ͻ ŵĞŶĚŽƌŽŶŐ ƌĞĨŽƌŵĂƐŝ ŬĞďŝũĂŬĂŶ ĞŬŽŶŽŵŝ 
ͻ ŵĞŶĐĂƉĂŝ ůŝďĞƌĂůŝƐĂƐŝ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ůĞďŝŚ ĐĞƉĂƚ ĚĂŶ 

ůĞďŝŚ ĚĂůĂŵ ĚĂƌŝƉĂĚĂ ŶĞŐŽƐŝĂƐŝ ŵƵůƟůĂƚĞƌĂů 
ͻ  ŵĞŶƵŵďƵŚŬĂŶ ŚƵďƵŶŐĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐ  ĚĂŶ
ͻ  ŵĞŶũĂŐĂ ;ĂƚĂƵ ŵĞŶŝŶŐŬĂƚŬĂŶͿ ĂŬƐĞƐ ŬĞ ƉĂƐĂƌ 

dimana pihak pesaing sudah melakukan negosiasi 

FTA. 

APAKAH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG 

KOMPREHENSIF?

TŝĚĂŬ ĂĚĂ ĚĞĮŶŝƐŝ ǇĂŶŐ ƵŵƵŵ ŵĞŶŐĞŶĂŝ FTA ǇĂŶŐ 
ŬŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝĨ ĂƚĂƵ ĚĂŌĂƌ ĂƌĞĂ ǇĂŶŐ ŚĂƌƵƐ ƚĞƌĐĂŬƵƉ ĚĂůĂŵ 
sebuah FTA. Namun demikian, perjanjian-perjanjian saat 

ini banyak yang memasukkan ketentuan mengenai seluruh 

atau sejumlah besar dari topik di bawah ini: 

ͻ  ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ďĂƌĂŶŐ 
ͻ  ƉĞŵƵůŝŚĂŶ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ;ƚĞƌŵĂƐƵŬ ƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐ͕ 

ĂŶƟͲĚƵŵƉŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĚĂŶ ĐŽƵŶƚĞƌǀĂŝůŝŶŐ ĚƵƟĞƐͿ
ͻ ƉƌŽƐĞĚƵƌ ƉĂďĞĂŶ 
ͻ  ŬĞƚĞŶƚƵĂŶ ĂƐĂů ďĂƌĂŶŐ
ͻ ŚĂŵďĂƚĂŶ ƚĞŬŶŝƐ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ 
ͻ  ƐĂŶŝƚĂƌǇ ĂŶĚ ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂƌǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ
ͻ  ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
ͻ  ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ũĂƐĂ
ͻ  ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ũĂƐĂ ŬĞƵĂŶŐĂŶ 
ͻ  ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ũĂƐĂ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂƐŝ 
ͻ  ŝŶǀĞƐƚĂƐŝ
ͻ  ƉĞƌƉŝŶĚĂŚĂŶ ŵĂŶƵƐŝĂͬŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů 

persons

ͻ  ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ƉƌŽƉĞƌƚǇ
ͻ  ŬĞďŝũĂŬĂŶ ƉĞƌƐĂŝŶŐĂŶ
ͻ  ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ͻ  ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƐŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐŝ ŚƵŬƵŵ ĚĂŶ  ƌĞŐƵůĂƐŝ 
ͻ  ŬŽŶƐƵůƚĂƐŝ ĚĂŶ ƉĞŶǇĞůĞƐĂŝĂŶ ƉĞƌƐĞůŝƐŝŚĂŶ͘

Beberapa FTA mengikutsertakan bab-bab tentang tenaga 

kerja dan lingkungan hidup. 

PERDAGANGAN BARANG 

PĂĚĂ ƐĂĂƚ FTA ďĞƌũĂůĂŶ͕ ǇĂŝƚƵ ŬĞƟŬĂ FTA ĚŝďĞƌůĂŬƵŬĂŶ͕ 
tarif mungkin dihilangkan, atau secara bertahap dikurangi 

sampai nol atau sampai jumlah tertentu selama jangka 

waktu yang ditentukan. Perlakuan prefensi didapatkan 

dari perbedaan antara tarif non-preferensi yang 

ďĞƌůĂŬƵ ŶŽƌŵĂů ďĂŐŝ ďĂƌĂŶŐ ĚĂŶ ƟŶŐŬĂƚ ƚĂƌŝĨ ǇĂŶŐ 
ditetapkan di bawah FTA (tarif preferensi hanya 

berlaku bagi Peserta FTA). 

UŶƚƵŬ ƐĞũƵŵůĂŚ ďĂƌĂŶŐ͕ ƟŶŐŬĂƚ ƚĂƌŝĨ ƵŵƵŵ ǇĂŶŐ 
diberlakukan suatu negara, disebut sebagai tarif 

MŽƐƚ FĂǀŽƵƌĞĚ NĂƟŽŶ ;MFNͿ ƐƵĚĂŚ ŵĞŶĐĂƉĂŝ O͘ 
Di dalam kasus ini, tarif FTA dan MFN adalah sama, 

ƐĞŚŝŶŐŐĂ ƟĚĂŬ ĂĚĂ ƉŝůŝŚĂŶ͘ NĂŵƵŶ ĚĞŵŝŬŝĂŶ͕ ƚĂƌŝĨ 
FTA tunduk kepada komitmen yang secara hukum  

ŵĞŶŐŝŬĂƚ͕ ǇĂŶŐ ďĞƌĂƌƟ ƚĂƌŝĨ FTA ƟĚĂŬ ďŝƐĂ ĚŝŶĂŝŬŬĂŶ͘ 
Tingkat tarif FTA biasanya dicantumkan di dalam 

annex  bab perdagangan barang dari FTA. 

Pasal-pasal mengenai Perdagangan Barang dalam 

AANZFTA

Ketentuan perdagangan barang dalam AANZFTA 

minimal:

ͻ  ŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ ŬĂǁĂƐĂŶ ƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ďĞďĂƐ 
yang mendapat keuntungan dari akses pasar 

preferensi 

ͻ  ŵĞŶĞƚĂƉŬĂŶ ƐŝƐƚĞŵ ROO ƵŶƚƵŬ ŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ 
apakah suatu barang dapat menerima tarif 

preferensi 

ͻ  ŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ ůŝŶŝ ƚĂƌŝĨ ĚŝŵĂŶĂ ƚĂƌŝĨ ĚŝŚŝůĂŶŐŬĂŶ 
ŬĞƟŬĂ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ ĚŝďĞƌůĂŬƵŬĂŶ

ͻ  ŵĞŶŐĂƚƵƌ ũĂĚǁĂů ƉĞŶƵƌƵŶĂŶ ƚĂƌŝĨ ŵĞŶƵũƵ 
elimimasi bertahap

ͻ  ŵĞŶƵůŝƐŬĂŶ ƉĞŶĚĞŬĂƚĂŶ ďĂŐŝ ƉĞƐĞƌƚĂ ĚĂůĂŵ 
penggunaan pemulihan perdagangan

ͻ  ŵĞŶĐĂŶƚƵŵŬĂŶ ŐĂƌŝƐ ďĞƐĂƌ ƉƌŽƐĞĚƵƌ ǇĂŶŐ ŚĂƌƵƐ 
ĚŝŝŬƵƟ ŽůĞŚ OƚŽƌŝƚĂƐ PĂďĞĂŶ ŬĞƟŬĂ ŵĞŶĂŶŐĂŶŝ 
barang yang diimpor dari kawasan perdagangan 

bebas 
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Contoh dari pengurangan tarif secara bertahap.

Suatu FTA menguraikan secara tepat bagaimana cara menghilangkan tarif. Biasanya hal ini dicantumkan 

dalam jadwal tarif yang ditambahkan ke FTA. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi salah satu 

pendekatan komitmen tarif yang mungkin terjadi, dimana tarif barang asal dalam kategori tertentu 

harus tunduk kepada pengurangan dan eliminasi tarif tahunan. 

Tingkat tarif Preferensi 

Barang Saat FTA diberlakukan 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014

A 20% 15% 10% 7% 3% 0%

B 30% 15% 10% 7% 5% 0%

C 10% 7% 0%

D 30% 30% 30% 20% 20% 10%

Surat Keterangan Asal (SKA)  atau biasa disebut  CĞƌƟĮĐĂƚĞ 
of Origin (SKA/COO) merupakan suatu dokumen ekspor-
impor yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan 
ŶŽŶ ƚĂƌŝī ƚĞƌƐĞďƵƚ͘ DĂůĂŵ ĚŽŬƵŵĞŶ ǇĂŶŐ ŵĞŶǇĂƚĂŬĂŶ 
negara asal suatu barang yang diekspor. SKA/SKA/COO 
untuk ekspor diterbitkan oleh Ditjen Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan, sedangkan SKA/SKA/
COO untuk Impor diterbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk membatasi 
pembahasan Surat Keterangan Asal (SKA/SKA/COO) 
Ekspor saja.

SĞƉĞƌƟ ƚĞůĂŚ ŬŝƚĂ ŬĞƚĂŚƵŝ ƐĞďĞůƵŵŶǇĂ ďĂŚǁĂ ǇĂŶŐ 
mendasari penerbitan SKA/COO adalah adanya perjanjian 
ďŝůĂƚĞƌĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ŵƵůƟůĂƚĞƌĂů͕ ƵŶŝůĂƚĞƌĂů ĂƚĂƵ ŬĂƌĞŶĂ 
ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, 
yang mewajibkan SKA/SKA/COO disertakan pada barang 
yang diekspor. Dengan dokumen SKA/COO / SKA ini yang 
“memvalidasi” bahwa barang tersebut benar-benar 
ďĞƌĂƐĂů ĚĂƌŝ ŶĞŐĂƌĂ ĞŬƐƉŽƌƟƌ͘

Apa itu SKA?

Surat Keterangan Asal ;CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ OƌŝŐŝŶͿ, selanjutnya 

disingkat SKA, adalah dokumen yang berdasarkan 

kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, 

ŵƵůƟůĂƚĞƌĂů͕ ƵŶŝůĂƚĞƌĂů  ĂƚĂƵ ŬĂƌĞŶĂ ŬĞƚĞŶƚƵĂŶ ƐĞƉŝŚĂŬ 
dari suatu negara  tertentu, wajib disertakan pada waktu 

barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara 

ƚĞƌƚĞŶƚƵ ǇĂŶŐ ŵĞŵďƵŬƟŬĂŶ ďĂŚǁĂ ďĂƌĂŶŐ ƚĞƌƐĞďƵƚ 
berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. 

DĂƐĂƌ HƵŬƵŵ
	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang 

Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan 

Surat Keterangan Asal;

	Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 

33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan 

AƐĂů ;CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ OƌŝŐŝŶͿ ƵŶƚƵŬ BĂƌĂŶŐ EŬƐƉŽƌ 
Indonesia;

	Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 

59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan 

PĞŶĞƌďŝƚĂŶ SƵƌĂƚ KĞƚĞƌĂŶŐĂŶ AƐĂů ;CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ 
Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia;

	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/

PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/

PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA (SKA/

COO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

ϲϵϮͬMͲDAGͬKEPͬϴͬϮϬϭϮ ƚĞŶƚĂŶŐ PĞƌƵďĂŚĂŶ KĞƟŐĂ 
atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pejabat 

PĞŶĂŶĚĂƚĂŶŐĂŶ SKA ;CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ OƌŝŐŝŶͿ ƵŶƚƵŬ 
Barang Ekspor Indonesia. 

Manfaat SKA

	Untuk mendapatkan tarif preferensi (dalam hal ini 

ďĞƐĂƌŶǇĂ ƚĂƌŝī ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ŬĞƐĞƉĂŬĂƚĂŶ ĂŶƚĂƌĂ 
Negara yang mengadakan perjanjian).

	SĞďĂŐĂŝ ĚŽŬƵŵĞŶ ŵĂƐƵŬ ŬŽŵŽĚŝƟ ĞŬƐƉŽƌ IŶĚŽŶĞƐŝĂ 
ke negara tujuan ekspor, dengan tujuannya dalah 

mencegah Free Rider (adalah sekelompok orang yang 

mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat tanpa 

memberikan kontribusi apapun terhadap penyediaan 

barang Indonesia yang akan diekspor kenegara tujuan 

ƐĞŚŝŶŐŐĂ ĚĂŵƉĂŬŶǇĂ ĚĂƉĂƚ ŵĞƌƵŐŝŬĂŶ EŬƐƉŽƌƟƌͿ͘
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	Untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of 

OƌŝŐŝŶͿ suatu barang ekspor. 

	Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap 

pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.

	Pelacakan tuduhan dumping atau pelaksanaan 

pengamanan perdagangan (trade remedies).

	DĂƚĂ SƚĂƟƐƟŬ

Latar Belakang SKA diwajibkan 

Mengapa SKA menjadi wajib, hal itu di karenakan alasan-

alasan sebagai berikut:

	 Diwajibkan oleh pemerintah negara tujuan ekspor 

	 Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)

	 DŝǁĂũŝďŬĂŶ ŽůĞŚ ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ IŶĚŽŶĞƐŝĂ ;ƚĞŬƐƟů ĚĂŶ 
ƉƌŽĚƵŬ ƚĞŬƐƟů͕ ƵĚĂŶŐ ĚĂŶ ĂůĂƐ ŬĂŬŝͿ 

Sebenarnya SKA itu bukanlah suatu peizinan, melainkan 

ƐƵĂƚƵ ĚŽŬƵŵĞŶ ĞŬƐƉŽƌ͘  SKA ƟĚĂŬ ĚŝǁĂũŝďŬĂŶ ŵĞůĂŝŶŬĂŶ 
suatu keharusan. Karena bagi siapa saja yang ingin 

mengekspor dan mendapatkan preferensi  atau pengurangan 

ĂƚĂƵ ƉĞŵďĞďĂƐĂŶ ƚĂƌŝī ďĞĂ ŵĂƐƵŬ ǇĂŶŐ ĚŝďĞƌŝŬĂŶ ŽůĞŚ 
suatu Negara atau sekelompok Negara terhadap barang 

ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan 

perjanjian internasional atau penetapan unilateral, maka 

EŬƐƉŽƌƟƌ ǁĂũŝď ŵĞŶǇĞƌƚĂŬĂŶ SKA͘

Jenis-Jenis SKA 

Dalam Pasal 2 Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010 ada 
2 (dua) jenis SKA/SKA/COO, yaitu:

1. SKA Preferensi : Jenis SKA/SKA/COO sebagai persyaratan 

dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada 

barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas 

berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk 

yang diberikan oleh suatu negara / kelompok negara 

tujuan.

2. SKA Non Preferensi : Adalah jenis dokumen SKA 

yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan 

atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk 

dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu

Dalam Lampiran Permendag Permendag No. 59/M-DAG/

PER/12/2010 diatur pula jenis-jenis SKA berdasarkan 

peruntukannya. Jenis-jenis SKA dibagi menjadi dua yaitu 

SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.

Adapun yang termasuk dalam SKA Preferensi adalah:

1. General System Of Preferences (GSP) à FORM A

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA)  à FORM D 

ϯ͘ CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŝŶ RĞŐĂƌĚ ƚŽ TƌĂĚŝƟŽŶĂů HĂŶĚŝĐƌĂŌ BĂƟŬ 
FĂďƌŝĐƐ ŽĨ CŽƩŽŶ

ϰ͘ CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŝŶ RĞŐĂƌĚ ƚŽ CĞƌƚĂŝŶ HĂŶĚŝĐƌĂŌ PƌŽĚƵĐƚƐ
ϱ͘ CĞƌƟĮĐĂƚĞ RĞůĂƟŶŐ ƚŽ SŝůŬ SKAͬCOOƚŽŶ HĂŶĚůŽŽŵƐ 

Products

ϲ͘ IŶĚƵƐƚƌŝĂů CƌĂŌ CĞƌƟĮĐĂƟŽŶ ;ICCͿ
7. Global System of  Trade Preference Among Developing 

Countries (GSTP) à Form GSTP 

ϴ͘ CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ HĂŶĚŝĐƌĂŌ GŽŽĚƐ
ϵ͘ CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ AƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇ TŽďĂĐĐŽ 
10. ASEAN China FTA (ACFTA) à Form E 

11. ASEAN Korea FTA (AKFTA) à Form AK 

12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 

(IJEPA) à Form IJEPA 

13. ASEAN India FTA (AIFTA) à  Form AI 

14. Indonesia Pakistan PTA à Form IP 

Dan  adapun yang termasuk SKA Non Preferensi adalah:

ϭ͘  ICO CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ OƌŝŐŝŶ

2.  Fisheries SKA/COO

3.  SKA/COO for Imports of Agricultural Products into 

MEE (Europe Community)

ϰ͘  SKAͬCOO HĂŶĚůŽŽŵƐ TƌĂĚŝƟŽŶĂů TĞǆƟůĞ PƌŽĚƵĐƚƐ ŽĨ 
ƚŚĞ CŽƩĂŐĞ IŶĚƵƐƚƌǇ

ϱ͘  CĞƌƟĮĐĂƚĞ ŽĨ OƌŝŐŝŶ FŽƌŵ ͞K͟

ϲ͘  SKAͬCOO;TĞǆƟůĞ PƌŽĚƵĐƚƐͿ

7.  Form “B”

ϴ͘  CĞƌƟĮĐĂĚŽ DĞ PĂŝƐ DĞ OƌŝŐŝŶ


